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ABSTRAK 

 

TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN  

 
OLEH : ANA KARENINA AMANDA 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 

penulisan tugas akhir ini membahas tentang bagaimana cara tatacara penghapusan 

(NPWP) khususnya wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sehingga diharapkan bisa memudahkan serta memberikan 

informasi lebih tentang apa saja tahapan yang harus ditempuh dalam proses 

penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta apa yang melatarbelakangi 

proses penghapusan nomor pokok wajib pajak. Pengambilan judul ini 

dilatarbelakangi banyak nya kasus dimana wajib pajak yang sudah memiliki 

nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak melakukan penghapusan npwp ketika 

wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, 

padahal penghapusan ini seharusnya dilakukan agar wajib pajak tersebut terhindar 

dari sanksi atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul ini. dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyaran kan agar pihak kantor 

pelayanan pajak (KPP) pratama bisa memberikan informasi lebih kepada wajib 

pajak yang hendak melakukan p embuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP), 

bahwa yang bersangkutamn sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif 

ataupun objektif hendaklah melakukan penghapusan NPWP agar terhindar dari 

sanksi ataupun denda sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara ini 

diharapkan bisa meminimalisir kelalaian wajib pajak terhadap hak serta kewajiban 

perpajakan nya 

 

Kata kunci : Pajak, NPWP, Penghapusan, Wajib Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

 Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada 

negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan 

tersebut diantaranya penyediaan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum yang 

nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wajib pajak 

diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya 

melalui sistem self assesment yaitu dengan menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini 

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih 

terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. 

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan 

penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak 

sendiri untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang secara teratur dan yang 

telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur membutuhkan dana yang cukup besar. Perwujudan 

tujuan   pembangunan     nasional     akan     memerlukan   jangka  waktu  

yang   panjang. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan suatu perencanaan 
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yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana jangka panjang dan jangka 

pendek dalam   bentuk   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara   

(APBN).    Salah satu sumber keuangan negara yang efektif disamping bidang 

migas dan non migas adalah dari sektor perpajakan sehingga untuk mengatasi 

masalah peningkatan pendapatan dalam negeri, maka penerimaan di bidang 

pajak harus lebih ditingkatkan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari 

pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan 

pemungutan pajak sebagai kewajiban di bidang perpajakan berada pada 

anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai 

pegawai pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, 

pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan 

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kewajiban awal bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak berdomisili atau 

bertempat tinggal. Pendaftaran sebagai wajib pajak ditandai dengan 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas para wajib 

pajak untuk beberapa dokumen kewajiban perpajakan. Pajak berhubungan erat 

dengan mental suatu bangsa. Wajib pajak umumnya berupaya untuk tidak 

membayar atau membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin. Direktorat 

Jenderal Pajak dalam hal ini diharapkan juga terus melakukan pembenahan 

pelayanan kepada masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam 
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meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan para 

pegawai pajak dalam memberikan segala  bentuk pelayanan dan kemudahan 

kepada masyarakat sebagai subjek pajak. Pegawai pajak harus memberikan 

suatu pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang akan 

mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak dengan memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di dalam proses pendaftaran atau 

penghapusannya harus memiliki suatu prosedur pelayanan agar wajib pajak 

dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tertib. Pada 

dasarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku sekali untuk seumur 

hidup. Namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat saja dihapuskan 

apabila telah memenuhi ketentuan. 

Wajib pajak berhak untuk melakukan Pemindahan dan Penghapusan 

(pencabutan) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila wajib pajak telah 

pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wilayah Kantor Pelayanan 

Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang lain. Wajib pajak 

harus memberitahukan kepindahan tersebut untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) baru. Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dilakukan oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan dan disampaikan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru. Penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dari master file yang ada pada tata usaha Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhui 
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kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. 

Namun pada umumnya ada pula masyarakat yang mengabaikan, juga 

ada pula yang tidak mengetahui tahapan-tahapan untuk 

melakukanpenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajaknya. Karena itu, saya 

tertarik untuk meneliti prihal terkait tentang permasalahan diatas secara 

konkrit di lapangan yakni di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan dengan mengambil judul “ TATA CARA PENGHAPUSAN 

NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN “ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis ingin 

mengambil suatu perumusan masalah yakni :  

1. Apa sajakah alasan-alasan terjadinya penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak ? 

2. Bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui 

verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan sebuah NPWP harus 

dihapuskan. 

  



 

 

 

5 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Senapelan. 

2. Manfaat Penulisan 

 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan Tugas Akhir ini, antara 

lain adalah : 

a. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

penulisan ini mengenai tata cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru 

Senapelan 

b. Dapat digunakan sebagai penulisan lebih lanjut untuk melakukan 

kajian atau penulisan berikutnya. 

 

3. Metode penulisan 

1. Lokasi penulisan  

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Senapelan. 

2. Waktu penulisan 

Penulisan dilakukan mulai tanggal 01 juli 2019 sampai dengan tanggal 

30 Agustus 2019 

3. Jenis data 

a. Data primer 

Menurut Sugiyono (2008:137) data primer adalah data yang 

dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara 
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langsung dari objek yang diteliti dan untuk penelitian kepentingan 

studi yang bersangkutan yang dapat berupa observasi.Dalam hal ini 

penulis memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan 

dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini 

b. Data sekunder 

Menurut Sugiyono (2008:137) data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi 

sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya 

sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi 

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

tidak dipublikasikan.Seperti informasi penelitian ini diperoleh dari 

studi perpustakaan, buku-buku penunjang lainnya yang membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, dan data-data yang 

dibutuhkam dalam tugas akhir yang diperoleh dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan . 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

Yaitu melakukan observasi terhadap objek yang ingin penulis teliti. 
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5. Analisis data 

  Dalam mengadakan analisis data yang diperoleh dari 

penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis 

data yang akan dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-

macam teori pendukung. 

D. Sistematika penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam empat bab, dan 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, 

waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beserta visi misi, struktur 

organisasi, serta tugas dan fungsi dari setiap kepegawaian di 

perusahaan. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang keuangan negara, pengertian 

pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, pengertian NPWP,fungsi 

NPWP, manfaat memiliki NPWP, sanksi tidak memiliki NPWP, 

resiko tidak memiliki NPWP, syarat dan cara pembuatan NPWP, 

penghapusan NPWP, tata cara penghapusan NPWP, serta pajak 

dalam pandangan islam. 
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 Lalu bab ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana tahap tahap 

apa saja yang harus dilakukan untuk membuat Nomor Pokok Wajib 

Pajak di KANTOR pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 

, dan bagaiman tatacara penghapusan serta syarat-syarat apa saja 

yang harus di siapkan wajib pajak uyntuk melakukan penghapusan 

NPWP. 

BAB IV : PENUTUP 

 dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan 

kesimpulan, dan saran yang telah diperoleh daari hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Senapelan . 
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BAB II 

 GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMAPEKANBARU SENAPELAN 

 

A. Sejarah  Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan 

 Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 

melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini 

ditandai dengan reforamasi di bidang peraturan per Undang-undangan dengan 

menerapkan Self Assessment System serta perubahan struktur organisasi yang 

lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan 

perubahan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 

2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 

Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri di awali dengan 

dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No 

65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata 

KerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor 

Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX 

DJP 
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Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki 

Wilayahkerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu : 

1. Kota Pekanbaru 

2. Kecamatan Senapelan 

3. Kecamatan Sail 

4. Kecamtan Lima Puluh Kota 

5. Kecamatan Rumbai 

6. Kecamatan Rumbai Pesisir 

7. Kecamatan Tenayan Raya 

 

B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “Menjadi 

model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen 

perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat” 

2. Misi Kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan“Menghimpun 

penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu 

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah bedasarkan undang 

undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi” 
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C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

PekanbaruSenapelan. 

 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 

 

D. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan 

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian 

atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, 

serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama 

yang efisien dalam tim dan tercapainya tujauan kerja. 

2. Sub Bagian Umum 

a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan 

usaha dan kepegawaian. 

b. Melakukan urusan keuangan 

c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan 

Kepala 
kantor 

seksi 
pelayan

an  

Seksi 
PDI 

Seksi 
Ekstensi

fikasi 

Seksi 
Penagih

an 

Seksi 
Pemerik

saan 

Seksi 
Pengawas

an dan 
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3. Seksi Pelayanan 

a. Penetapan dan penerbiatan produk hukum perpajakan 

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat 

lainnya  

d. Penyuluhan perpajakan  

e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak  

f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 12  

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

a. Pengumpulan data 

b. Pengolahan data 

c. Penyajian informasi perpajakan 

d. Perekaman dokumen perpajakan 

e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan 

f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan 

(PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

g. Pelayanan dukungan teknis computer 

h. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing 

i. Penyiapan laporan kerja 

5. Seksi Ekstensifikasi 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan 

b. Pendataan objek pajak  

c. Penilaian objek pajak  
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d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

6. Seksi Penagihan 

a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif  

b. Penagihan piutang pajak  

c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak  

d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

7. Seksi Pemeriksaan 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan  

b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan 

c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak  

d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  

a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajakyaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya 

b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak 

c. Penyusunan profil wajib pajak 

d. Analisa kerja wajib pajak 

e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukanintensifikas 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor pokok yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana adfministrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah tindakan penghapusan 

nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. 

3. Penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan dalam hal: 

a. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan 

warisan. 

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan 

penghasilan. 

c. Warisan yang telah selesai dibagi. 

d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 

e. Bentuk usaha tetap (BUT) yang telah kehilanganstatusnya sebagai 

bentuk usaha tetap. 

f. Wajib pajak orang pribadi lainnya dimaksud huruf a dan b tidak 

memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak . 
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4. Syarat yang harus dipenuhi dalam penghapusan NPWP adalah sebagai 

berikut: 

a. Wajib pajak meninggal dunia tidak meninggalkan warisan yang belum 

terbagi, disyaratkan adanya adanya pemberitahuan tertulis ahli waris, 

dilampiri fotocopy akte/laporan kematian dan instansi yang 

berwenang. 

b. Wanita kawin, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari 

catatatn sipil. 

c. Warisan yang telah selesai dibagi,disyaratkan adanya keterangan 

tentang warisan dibagi oleh oleh para ahli waris. 

d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan, disyaratkan adanya akte 

pembubaran dari instansi yang berwenang dan naraca likuidasi. 

e. Bentuk usaha tetap di syaratkan adanya permohonan wajib pajak yang 

dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tidak memenuhi 

syarat lagi untuk digolongkan sebagai wajib pajak. 

B. Saran 

1. Diharapkan kantor pelayanan pajak dapat membantu wajib pajak ataupun 

ahli waris dalam mencari informasi tentang prosedur penghapusan NPWP. 

2. Untuk dapat meningkatkan pelayanan pajak dibutuhkan petugas 

pemerintah yang benar-benar menguasai bidangnya,memiliki keterampilan 

yang memadai dan sikap moral terpuji dan professional dalam pelayanan 

sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan . 
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3. Karena tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak 

masih kurang,sebaiknya aparat perpajakan perlu meningkatkan pelayanan 

dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan pemberi informasi yang benar 

dan lengkap baik ditingkat desa , kelurahan maupun kecamatan, 

4. Sesuai dengan azas perpajakan yaitu azas demokrasi dan azas keadilan 

maka perlu meningkatkan kesadaran pemerintah selaku roda penggerak 

pembangunan untuk menggunakan sumber penerimaan dari sector 

perpajakan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena negara yang makmur, 

pemerintah yang baik adalah negara yang rakyatnay sejahtera. 
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